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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 
Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri 
Tapaktuan Tahun 2024 ini sesuai dengan batas 
waktu yang ditentukan oleh Sekretaris Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. 

                                             Sesuai dengan perintah dari Sekretaris                                               
                                             Mahkamah Agung RI yang dituangkan  
                                             dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung  
                                             RI Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tertanggal  
                                             24 Desember 2024 yang ditujukan kepada Para 
Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat 
Banding, Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat 
Lingkungan Peradilan di instruksikan untuk menyusun Laporan Kegiatan 
Tahunan sesuai dengan satuan kerja yang dipimpimnya. Oleh karenanya 
guna untuk memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan 
Menyusun Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 
2024 dengan berpedoman pada Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
disesuaikan dengan satuan kerja dari masing-masing pelapor yang dalam hal 
ini adalah Pengadilan Negeri Tapaktuan. 
 

Guna untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan meningkatkan 
transparansi, disusun Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri 
Tapaktuan Tahun 2024 ini dengan memuat tentang kegiatan yang telah 
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2024 yang 
meliputi pelaporan terkait keadaan perkara, pelaporan sumber daya manusia, 
pelaporan pengelolaan keuangan, sarana, prasarana dan teknologi informasi, 
pelaporan peningkatan pelayanan publik dan pelaporan pengawasaan. 
Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 
disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran jelas dan akurat tentang 
kinerja dan prestasi pengadilan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Selain itu, laporan ini juga 
diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan akurat tentang kinerja 
pengadilan sebagai acuan untuk perencanaan dan pengembangan kegiatan 
di masa mendatang. 
 

Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 
disusun untuk memberikan gambaran jelas dan akurat tentang kinerja,  
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prestasi, dan kelebihan/kekurangan pengadilan selama tahun 2024. Laporan 
ini juga bertujuan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan hukum, serta sebagai acuan untuk perencanaan dan 
pengembangan kegiatan di masa mendatang, sehingga pengadilan dapat 
terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 

 
Pelaporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 

2024 sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 
efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan perkara, sumber daya manusia, 
keuangan, pelayanan publik, dan pengawasan internal. Pelaporan ini juga 
memungkinkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pelayanan hukum, 
kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta 
kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam 
meningkatkan kinerja dan prestasi pengadilan dalam melayani kepentingan 
masyarakat secara efektif, efisien, dan berkualitas. 

 
Saran dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan 

Negeri Tapaktuan Tahun 2024 adalah agar dilakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan implementasi kegiatan, serta 
meminimalisir kekurangan dan terus melakukan perbaikan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, 
kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam 
menghadapi tantangan dan perubahan. Hal ini berlaku untuk semua aspek, 
termasuk pengelolaan perkara, sumber daya manusia, keuangan, pelayanan 
publik, dan pengawasan internal. 

 
Akhirnya tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah memberikan peran serta, dukungan, dan 
kontribusi dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri 
Tapaktuan Tahun 2024 ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua 
pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data, analisis, dan 
penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi 
acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan 
di masa mendatang. 

 
Demikian Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan 

Tahun 2024 ini disusun dan disadari bahwa laporan ini masih memiliki 
keterbatasan, baik dari segi data maupun teknis lainnya. Oleh karena itu, 
sangat diharapkan dan dihargai atas segala masukan dan saran dari semua 
pihak untuk perbaikan, kesempurnaan dan peningkatan kualitas laporan di 
masa mendatang. Di wal hingga akhir pelaporan ini, diucapkan rasa syukur 
yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa kelancaran semnejak 
proses awal penyusunan, penyusunan hingga selesainya penyusunan laporan 
ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk perbaikan  
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Laporan tahunan merupakan dokumen yang memuat tentang 

kegiatan, pencapaian, dan prestasi yang telah dilaksanakan oleh suatu 

organisasi atau lembaga selama satu tahun, atau alat untuk memantau dan 

mengevaluasi kinerja dan prestasi suatu organisasi atau Lembaga, atau 

sarana untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah atau lembaga lainnya, atau bahan untuk perencanaan dan 

pengembangan strategi organisasi atau lembaga di masa depan, atau 

dokumen yang memuat tentang informasi keuangan, operasional, dan lain-

lain yang relevan dengan kegiatan suatu organisasi atau lembaga. Dalam 

konteks Pengadilan Negeri Tapaktuan, laporan tahunan merupakan 

dokumen yang memuat tentang kegiatan, pencapaian, dan prestasi yang 

telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan selama satu tahun, 

serta memuat tentang informasi keuangan, operasional, dan lain-lain yang 

relevan dengan kegiatan Pengadilan Negeri Tapaktuan. 

Sesuai dengan perintah dari Sekretaris Mahkamah Agung RI yang 

dituangkan dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang ditujukan 

kepada Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, Para Kepala/Ketua 

Pengadilan Tingkat Banding, Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat 

Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di instruksikan untuk 

menyusun Laporan Kegiatan Tahunan sesuai dengan satuan kerja yang 

dipimpimnya. Oleh karenanya guna untuk memenuhi kewajiban tersebut 

Pengadilan Negeri Tapaktuan Menyusun Laporan Kegiatan Tahunan 

Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 dengan berpedoman pada 

Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan satuan kerja 

dari masing-masing pelapor yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri 

Tapaktuan. 

Guna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk 

terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisiensi dan efektif, 
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maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus 

dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada 

Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). 

Dihimbau kepada para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Menyusun Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024. Hal tersebut sesuai dengan Surat 

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 

tertanggal 24 Desember 2024. Oleh karenanya guna untuk memenuhi 

kewajiban pelaporan dan meningkatkan transparansi, disusun Laporan 

Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini dengan 

memuat tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri 

Tapaktuan selama tahun Pengadilan Negeri Tapaktuan yang meliputi 

pelaporan terkait keadaan perkara, pelaporan sumber daya manusia, 

pelaporan pengelolaan keuangan, sarana, prasarana dan teknologi 

informasi, pelaporan peningkatan pelayanan publik dan pelaporan 

pengawasaan. 

Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 

2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada 

masyarakat dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan 

pelayanan publik di masa depan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2024, serta 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk 

meningkatkan kinerja dan pelayanan publik kepada masyarakat dan 

sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami di 

masa depan 

Adapun rincian dan urgensi dari Laporan Kegiatan Tahunan 

Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Pelaporan Terkait Keadaan Perkara 

Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah satu lembaga 

peradilan di Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan 

perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam rangka 
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meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi kewajiban pelaporan, 

maka Pengadilan Negeri Tapaktuan menyusun laporan terkait keadaan 

perkara, penyelesaian perkara, dan Program Prioritas Nasional.  

Adapun urgensi pelaporan terkait keadaan perkara, 

penyelesaian perkara, dan Program Prioritas Nasional oleh PN 

Tapaktuan: 

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

perkara dan program prioritas nasional. 

b. Memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung RI dan pemerintah. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat dengan 

memantau dan mengevaluasi kinerja pengadilan. 

d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara 

dan pelaksanaan program prioritas nasional. 

e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan 

dengan memperlihatkan kinerja dan prestasi yang telah dicapai. 

f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses 

penyelesaian perkara dan pelaksanaan program prioritas nasional. 

g. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Pelaporan terkait keadaan perkara, penyelesaian perkara, dan 

Program Prioritas Nasional oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan sangat 

penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan 

efisiensi dalam pengelolaan perkara dan program prioritas nasional. 

Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan 

hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi 

masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan. Dengan demikian, pelaporan ini sangat 

urgent untuk meningkatkan kinerja dan prestasi pengadilan dalam 

melayani kepentingan masyarakat. 
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2. Pelaporan Sumber Daya Manusia. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi, 

maka pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif dan 

efisien menjadi sangat penting. Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai 

salah satu lembaga peradilan di Indonesia, memiliki tanggung jawab 

untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya secara 

efektif dan efisien. Pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) ini 

bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Sumber Daya 

Manusia (SDM) di Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta untuk 

memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah 

Agung RI dan pemerintah. Pelaporan ini meliputi komposisi Sumber 

Daya Manusia (SDM) berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan, 

mutasi, promosi, pensiun, dan diklat. Selain itu, pelaporan ini juga 

mencakup informasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM) teknis/non 

teknis yang telah mengikuti diklat. 

Pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Negeri 

Tapaktuan bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja 

Sumber Daya Manusia (SDM), serta memenuhi kewajiban pelaporan 

yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan pemerintah. 

Pelaporan ini meliputi komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) 

berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan, mutasi, promosi, 

pensiun, dan diklat, serta informasi tentang Sumber Daya Manusia 

(SDM) teknis/non teknis yang telah mengikuti diklat. Dengan demikian, 

pelaporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan digunakan sebagai bahan evaluasi 

dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia 

(SDM) di masa depan. 

Adapun urgensi pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

Sumber Daya Manusia (SDM). 

b. Memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung RI dan pemerintah. 
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c. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dengan memantau dan mengevaluasi kinerja Sumber Daya 

Manusia (SDM). 

d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan Sumber 

Daya Manusia (SDM). 

e. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam proses pengembangan dan peningkatan kinerja. 

g. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan memastikan 

bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki memiliki 

kemampuan dan kompetensi yang memadai. 

Pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi 

dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaporan ini juga 

memungkinkan peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya 

Manusia (SDM), kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan, kesadaran dan partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM), 

serta kualitas pelayanan hukum dengan memastikan bahwa Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang dimiliki memiliki kemampuan dan 

kompetensi yang memadai. Dengan demikian, pelaporan ini sangat 

urgent untuk meningkatkan kinerja dan prestasi Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam melayani kepentingan masyarakat. 

3. Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta 

teknologi informasi. 

Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta 

teknologi informasi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi 

kinerja pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi 

informasi di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Pelaporan ini meliputi 

pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta 

pengelolaan teknologi informasi. Dengan demikian, pelaporan ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja 
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pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi 

informasi di Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja 

pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi 

informasi di masa depan. 

Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta 

teknologi informasi di Pengadilan Negeri Tapaktuan bertujuan untuk 

memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan, sarana 

dan prasarana, serta teknologi informasi. Pelaporan ini meliputi 

pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta 

pengelolaan teknologi informasi, dan diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas tentang kinerja pengelolaan keuangan, sarana 

dan prasarana, serta teknologi informasi, serta dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di 

masa depan. 

Adapun urgensi pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan 

prasarana, dan teknolosi informasi adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan dan sumber daya. 

b. Memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah dan lembaga terkait. 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan 

keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi. 

d. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengelolaan keuangan dan sumber daya. 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan memastikan 

bahwa pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta 

teknologi informasi dilakukan secara efektif dan efisien. 

g. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam mengelola risiko dan 

menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam pengelolaan 

keuangan dan sumber daya. 
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Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta 

teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan 

dan sumber daya. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan 

kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas 

pelayanan hukum. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent untuk 

meningkatkan pengelolaan keuangan dan sumber daya yang efektif, 

efisien, dan berkualitas. 

4. Pelaporan Peningkatan Pelayanan Publik 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat, maka peningkatan pelayanan publik 

menjadi sangat penting. Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah 

satu lembaga peradilan di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa 

pelayanan yang diberikan memenuhi standar mutu yang tinggi.  

Pelaporan peningkatan pelayanan publik ini bertujuan untuk 

memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik di Pengadilan 

Negeri Tapaktuan, serta untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pelaporan ini 

meliputi Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP), dan Inovasi Pelayanan Publik. Dengan demikian, pelaporan ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja 

pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di masa depan. 

Pelaporan peningkatan pelayanan publik di Pengadilan Negeri 

Tapaktuan bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja 

pelayanan publik, serta memenuhi kewajiban pelaporan. Pelaporan ini 

meliputi Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP), dan Inovasi Pelayanan Publik, dan diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja pelayanan publik dan 

digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan 
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kualitas pelayanan publik di masa depan. 

Adapun urgensi pelaporan peningkatan pelayanan public adalah 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan 

publik. 

b. Memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah dan lembaga terkait. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memantau dan 

mengevaluasi kinerja pelayanan. 

d. Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan pelayanan publik yang 

diberikan. 

e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan 

mengidentifikasi area perbaikan. 

f. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

g. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses 

peningkatan pelayanan publik. 

Pelaporan peningkatan pelayanan publik yang meliputi 

Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), 

dan Inovasi Pelayanan Publik sangat penting untuk meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Pelaporan ini 

juga memungkinkan identifikasi area perbaikan, peningkatan kepuasan 

masyarakat, dan kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan. Dengan demikian, pelaporan ini sangat 

urgent untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan 

berkualitas. 

5. Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi 

Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah satu lembaga 

peradilan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan proses 

pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Oleh 

karena itu, pengawasan internal dan evaluasi menjadi sangat penting 

untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengadilan. 
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Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi ini bertujuan untuk 

memantau dan mengevaluasi kinerja pengadilan, serta untuk 

memastikan bahwa pengadilan telah melaksanakan tugas dan fungsi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan ini juga bertujuan 

untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan 

keuangan, sumber daya manusia, dan proses pemerintahan, serta 

untuk merekomendasikan perbaikan dan peningkatan kinerja 

pengadilan. 

Pengadilan Negeri Tapaktuan memerlukan Pelaporan 

Pengawasan Internal dan Evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi 

kinerja pengadilan, serta memastikan bahwa pengadilan 

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan. Pelaporan ini 

bertujuan mengidentifikasi kelemahan, merekomendasikan perbaikan, 

dan meningkatkan kinerja pengadilan dalam pengelolaan keuangan, 

sumber daya manusia, dan proses pemerintahan. 

Adapun urgensi dari Pelaporan Pengawasan Internal dan 

Evaluasi pada pengadilan negeri tapaktuan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan dan sumber daya. 

b. Memenuhi kewajiban pelaporan yang telah ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung RI dan pemerintah. 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan 

keuangan, sumber daya manusia, dan proses pemerintahan. 

d. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. 

e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengawasan dan evaluasi. 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan memastikan 

bahwa pengadilan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Meningkatkan kemampuan pengadilan dalam mengelola risiko dan 

menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam pengelolaan 

keuangan dan sumber daya. 
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Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi pada Pengadilan 

Negeri Tapaktuan sangat penting untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, 

sumber daya manusia, dan proses pemerintahan. Pelaporan ini juga 

memungkinkan peningkatan kemampuan pengadilan dalam 

menghadapi tantangan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, kualitas 

pelayanan hukum, serta kemampuan pengadilan dalam mengelola 

risiko dan ketidakpastian. 

 

B. Rumusan Masalah Pelaporan  

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada laporan pelaksanaan 

egiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana keadaan perkara di Pengadilan Negeri Tapaktuan? 

2. Bagaimana keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di 

Pengadilan Negeri Tapaktuan? 

3. Bagaimana pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta 

teknologi informasi yang ada di Pengadilan Negeri Tapaktuan? 

4. Bagaimana cara peningkatan pelayanan publik di Pengadilan 

Negeri Tapaktuan? 

5. Bagaimana pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Negeri 

Tapaktuan? 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud disusunnya Laporan Kegiatan Tahunan 

Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini adalah: 

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang 

perencanaan, target, capaian kinerja, prestasi, kelebihan dan 

kekurangan dari PengadilanNegeri Tapaktuan selama setahun (priode 

tahun 2024).  

2. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan hukum di masa depan.  

3. Dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kinerja 

Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga 
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diharapkan dapat menjadi acuan untuk perencanaan dan 

pengembangan kegiatan di masa mendatang, serta adanya laporan 

ini, diharapkan Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terus 

meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan 

Negeri Tapaktuan Tahun 2024 ini adalah: 

1. Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 

disusun untuk memberikan gambaran jelas dan akurat tentang kinerja 

dan prestasi pengadilan, serta sebagai bahan evaluasi dan perbaikan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di masa depan.  

2. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan 

akurat tentang kinerja pengadilan dan menjadi acuan untuk 

perencanaan dan pengembangan kegiatan di masa mendatang, 

sehingga pengadilan dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas 

pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan. 

 

D. Sistematika Penyusunan 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Tapaktuan 

disusun sesuai dengan Outline yang telah ditentukan di dalam Surat 

Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024,. 

 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 

sebagai berikut : 

Pengantar  

Daftar Isi 

Bab I    Pendahuluan 

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,  

maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan. 

Bab II  A. Keadaan Perkara 

Pada Sub Bab ini memuat mengenai laporan tentang keadaan 

perkara yang ditangani mulai dari sisa perkara tahun 

sebelumnya, perkara yang masuk,perkara yang putus, perkara 
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yang gugur dan sisa perkara yang belum terselesaikan pada 

tingkat pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. 

B. Penyelesaian Perkara 

Pada Sub Bab ini memuat mengenai laporan tentang 

penyelesaian perkara yaitu jumlah sisa perkara yang diputus, 

jumlah perkara yang diputus tepat waktu, jumlah perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali, jumlah perkara perdata yang berhasil 

dimediasi serta jumlah perkara anak yang berhasil melalui 

diversi. 

C. Program Prioritas Nasional 

Pada Sub Bab ini memuat mengenai laporan tentang Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum), Sidang Keliling/Pelayanan 

Terpadu dan Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara). 

Bab III      Sumber Daya Manusia 

  Pada Bab ini memuat laporan tentang keadaan kepegawaian  

pada tahun 2024 berdasarkan kepangkatan/ golongan/ 

pendidikan meliputi Mutasi, Promosi, Pensiun dan Diklat baik 

Teknis maupun Non Teknis. 

Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi      

  Informasi. 

Pada Bab ini melaporkan tentang pengelolaan keuangan, 

pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan teknologi 

informasi yang meliputi implementasi E-Court dan Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan. 

Bab V  Peningkatan Pelayanan Publik 

Pada Bab ini melaporkan tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu 

(PTSP) dan Inovasi Pelayanan Publik. 

Bab VI   Pengawasan 

Pada Bab ini melaporkan tentang pengawasan internal yang telah 

dilakukan selama tahun 2024 yang juga melaporkan tentang 

evaluasi terhadap pengawasan internal tersebut. 

Bab VII   Penutup 
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Pada Bab ini menyampaikan mengenai hasil dari Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 berupa kesimpulan serta 

menyampaikan rekomendasi atas hasil Laporan Pelaksanaan 

Kegiatan Tahun 2024. 
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BAB II  
KEADAAN PERKARA 

 

A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tapaktuan 

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Tapaktuan setiap tahun 

selalu berubah dan terus meningkat. Kondisi tersebut terhitung sampai 

dengan bulan Desember 2024 dengan rincian sesuai tabel berikut : 

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama. 

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sampai 

dengan Bulan Desember 2024 sebagai berikut : 

 
No 

 
Perkara 

Sisa 

tahun 

Lalu 

Masuk 

tahun 

Ini 

 
Jumlah 

 
Putus 

 
Sisa 

 (1) 
(2) (3) 

(2)+(3) (4) (5) 

1. 
Perdata Gugatan/ 
Bantahan/Perlawanan 1 2 3 3 0 

2. Perdata Permohonan 0 4 4 4 0 

3. 
Perdata Permohonan 
Konsinyasi 

0 0 0 0 0 

4. Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 

5. Pidana Biasa 8 92 100 90 11 

6. Pidana Singkat 0 0 0 0 0 

7. 
Pidana Lalu Lintas 
(Tilang) 

0 367 367 367 0 

8. Pidana Cepat 0 1 1 1 0 

9. Pidana Pra Peradilan 0 0 0 0 0 

10 Pidana Khusus Anak 0 0 0 0 0 

                           Tabel 2. 1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama. 
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2. Keadaan Perkara Tingkat Banding. 

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tingkat 

Banding sampai dengan Bulan Desember 2024 sebagai berikut : 

 
No 

 
Perkara 

Sisa 

tahun 

Lalu 

Masuk 

tahun 

Ini 

 
Jumlah 

 
Cabut 

 
Kirim 

Sisa 

 (1) 
(2) (3) 

(2)+(3) (4) (5) (6) 

1. Perdata      
(Gugatan/ 
Bantahan/ 
Perlawanan) 

0 2 2 0 2 0 

2. Pidana Biasa 0 17 17 1 16 0 

 
3. Pidana Anak 0 0 0 0 0 

 
0 
 

Tabel 2. 2 Keadaan Perkara Tingkat Banding. 

 

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi  
Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tingkat 

Kasasi sampai  Bulan Desember 2024 sebagai berikut : 

 
No 

 
Perkara 

Sisa 

tahun 

Lalu 

Masuk 

tahun 

Ini 

 
Jumlah 

 
Cabut 

 
Kirim 

 

Sisa 

 (1) 
(2) (3) 

(2)+(3) (4) (5) (6) 

 
1. 

Perdata Gugatan/ 
Bantahan/ 
Perlawanan 

1 1 2 0 2 1 

2. Perdata 
Permohonan 

0 0 0 0 0 0 

3. Permohonan 
Konsinyasi 

0 0 0 0 0 0 

4. Pidana Biasa 3 8 11 0 11 3 

5. Pidana Anak 0 0 0 0 0 0 

Tabel 2. 3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi  

 

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) 

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tingkat 

Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan Bulan Desember 2024 sebagai 

berikut : 
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No 

 
Perkara 

Sisa 

tahun 

Lalu 

Masuk 

tahun 

ini 

 
Jumlah 

Cabut 

/ tms 

 
Kirim 

 
Sisa 

 (1) 
(2) 

(3) (2)+(3) (4) (5) (6) 

1. 

Perdata Gugatan/ 

Bantahan/ 

Perlawanan 

1 1 2 0 1 1 

2. Permohonan 0 0 0 0 0 0 

3. 
Permohona 
Konsinyasi 

0 0 0 0 0 0 

4. Pidana Biasa 0 0 0 0 0 0 

5. Pidana Anak 0 0 0 0 0 0 
                      Tabel 2. 4 Keadaan  Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) 

 

B. Penyelesaian Perkara 

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus. 

Jumlah sisa perkara yang diputus merupakan sisa perkara yang 

belum terselesaikan pada Tahun 2023 dan kemudian diputus/ 

diselesaikan di Tahun 2024. 

Sisa Perkara Yang Diputus 
No     Jenis Perkara 

  
Tahun 2023 Tahun 2024             % 

1. 
Perdata Gugatan/ Bantahan/ 
Perlawanan 1 1 100% 

2. Perdata Permohonan 0 0 - 

3. 
Perdata Permohonan 
Konsinyasi 

0 0 - 

4 Gugatan Sederhana 0 0 - 

5 Pidana Biasa 8 8 100% 

6 Pidana Singkat 0 0 - 

7 Pidana Lalu Lintas (Tilang) 0 0 - 

8 Pidana Cepat 0 0 - 

9 Pidana Pra Peradilan 0 0 - 

10 Pidana Anak 0 0 - 

Tabel 2. 5 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus. 
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2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu. 

Jumlah Perkara yang diputus dan disajikan adalah data perkara yang    

      masuk, diputus dan diselesaikan di Tahun 2024. 

no Jenis Perkara 

Sisa 

Perkara 

Tahun 

2023 

Jumlah 

Perkara 

Masuk 

Jumlah 

Perkara 

Diputus 

Tepat Waktu 

% 

1. 

Perdata Gugatan/ 
Bantahan/ 
Perlawanan 

1 2 3 100% 

2. Perdata Permohonan 0 4 4 100% 

3. 
Perdata Permohonan 
Konsinyasi 

0 0 0 - 

4. Gugatan Sederhana  0 0 0 - 

5. Pidana Biasa 8 92 90 90% 

6. Pidana Singkat 0 0 0 - 

7. Pidana Lalu Lintas (Tilang) 0 367 367 100% 

8. Pidana Ringan 0 1 1 100% 

9. Pidana Pra Peradilan 0 0 0 - 

10. Pidana Anak 0 0 0 - 
Tabel 2. 6 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 

 

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi 

dan Peninjauan Kembali 

Jumlah Perkara yang disajikan adalah data perkara diputus dan 

diselesaikan di Tahun 2024 yang tidak mengajukan Upaya Hukum. 

no Jenis Perkara 
Putus 

PN 

Tidak 

Banding 

Putus 

PT 

Tidak 

Kasasi 

Putus 

MA 

Tidak 

PK 

 PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN 

1. 

Perdata Gugatan/ 

Bantahan/ 

Perlawanan 

3 1 2 1 0 0 

2. Perdata Permohonan 4 4 0 0 0 4 

3. 
Permohonan 
Konsinyasi 

0 0 0 0 0 0 

4. Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0 

5. Pidana Biasa 89 73 16 
5 8 5 

6. Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0 

7. 
Pidana Lalu Lintas 

(Tilang) 
367 367 0 0 0 0 
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Tabel 2. 7 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan 

Peninjauan Kembali 

 
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi. 

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil Mediasi pada Pengadilan 

Negeri Tapaktuan pada Tahun 2024 adalah 0 Perkara yaitu 0%. Dengan 

perincian sebagai berikut : 

No. Satuan Kerja 

Jumlah 
Perkara 

Mediasi 

Berhasil 

Mediasi 

Gagal 

Mediasi 

1. 
PENGADILAN 
NEGERI 
TAPAKTUAN 

1 0 1 

Tabel 2. 8 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi 

 

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi. 

Jumlah Perkara Pidana Anak yang dialihkan ke Diversi pada 

Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Tahun 2024 adalah sebanyak 0 

Perkara, yaitu sebesar 0 %. Dengan perincian sebagai berikut : 

No. Satuan Kerja 
Jumlah 
Perkara 

Anak 

Berhasil 
Diversi 

Gagal 

Diversi 

1. PENGADILAN 

NEGERI 

TAPAKTUAN 

0 0 0 

Tabel 2. 9 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi 

  

C.  Program Prioritas Nasional 

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). 

Dasar Hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri 

Tapaktuan dengan Satuan Kerja Pos Bantuan Hukum 

(POSBAKUM), adalah : 

a. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo. Undang – Undang 

8. Pidana Cepat 1 1 0 0 0 0 

   9. Pidana Pra Peradilan 0 0 0 0 0 0 

  10 Pidana Anak 0 0 0 0 0 0 
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Nomor 5 Tahun 2004, jo. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 

2009 Tentang Mahkamah Agung; 

c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986, jo. Undang – Undang 

Nomor 8 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, 

Tentang Peradilan Umum; 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

: Per/21/M.PAN/11/2018, tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi 

Pemerintahan; 

e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 026/KMA/ SK/II/2012, tentang Standar Pelayanan 

Peradilan; 

f. Buku I dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 

g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor : 52/DJU/ SK/HK.006/5 Tahun 2014, tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 

h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan. 

Pengadilan Negeri Tapaktuan bekerja sama dengan kantor 

Advokat “Maman Supriadi, S.H.I.,M.H dan Partner”. Pengadilan 

Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2024 dalam Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan DIPA Badan 

Peradilan Umum Nomor : DIPA-005.03.2.099187/2024, mendapat 

Pagu Anggaran untuk Posbakum sebesar Rp.28.000.000,- (dua 

puluh delapan juta rupiah) dan Anggaran yang terealisasi adalah 

sebesar Rp. 27.990.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus 

sembilan puluh sembilan ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk 

Pengacara Piket dengan rincian sebagai berikut: 
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NO BULAN PAGU REALISASI 

1 JANUARI 28.000.000 2.330.000 

2 FEBRUARI 25.670.000 2.330.000 

3 MARET 23.340.000 2.400.000 

4 APRIL 20.940.000 2.400.000 

5 MEI 18.540.000 2.400.000 

6 JUNI 16.140.000 2.400.000 

7 JULI 13.740.000 2.400.000 

8 AGUSTUS 11.340.000 2.400.000 

9 SEPTEMBER 8.940.000 2.400.000 

10 OKTOBER 6.540.000 2.400.000 

11 NOVEMBER 4.140.000 2.400.000 

12 DESEMBER 1.740.000 1.740.000 

 JUMLAH  28.000.000 

Tabel 2. 10 Rincian Realisasi Untuk Pengacara Piket 

2. Sidang Keliling 

Pengadilan Negeri Tapaktuan Pada tahun 2024 Tidak Ada 

Kegiatan Sidang Keliling. 

3. Perkara Prodeo. 

Perkara Prodeo pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri 

Tapaktuan Tidak Ada. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa 

Prodeo adalah Proses berperkara di pengadilan secara cuma – 

cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Yang 

berhak mengajukan Gugatan/ Permohonan berperkara secara 

Cuma–Cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu 

(miskin) secara ekonomi, dengan melampirkan Surat Keterangan 

Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala 

Desa/Gampong, yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan 

tidak mampu membayar biaya perkara. 
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BAB III  
SUMBER DAYA MANUSIA 

 

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDASARKAN 

KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN.   

1. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Kepangkatan/ 

Golongan dan Pendidikan. Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, 

terdiri dari: 

No. Jabatan Jumlah  SDM  

1. Ketua 1 

2. Wakil Ketua 0 

3. Hakim 3 

4. Panitera 1 

5. Panitera Muda Perdata 1 

6. Panitera Muda Pidana 1 

7. Panitera Muda Pidana 1 

8. Panitera Pengganti 1 

9. Sekretaris 1 

10. Kepala Bagian Umum 0 

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi 
Informasi dan Pelaporan 

0 

12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan 
Tata Laksana 

1 

13. Pelaksana 5 

14. CPNS 1 

15. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 8 

16 Tenaga Kerja Bakti (TKB) 2 

Tabel 3. 1 SDM Pengadilan Negeri Tapaktuan 
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2. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Kepangkatan/ 

Golongan : 

Tabel 3.  2 Sdm Berdasarkan Kepangkatan 

3. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pendidikan : 

Jenjang 
Pendidikan 

Jumlah Persentase 

Strata III 0 0% 

Strata II 3 10% 

Strata I 12 43% 

Diploma III 4 14% 

SMA 7 30% 

SMP 1 3% 

Total 27 100% 

         Tabel 3 3 SDM Pengadilan Negeri Tapaktuan Berdasarkan Pendidikan 

Jenis 
Pangkat 

Golongan Jumlah Persentase 

IV/a Pembina 1 3.70 % 

III/d Penata Tk. I 2 7.40 % 

III/c Penata 3 11.11 % 

III/b Penata Muda Tk. I 7 25.92 % 

III/a Penata Muda 1 3.70 % 

II/d Pengatur Tk. I 0 - 

II/c Pengatur 3 11.11 % 

II/b Pengatur Muda Tk. I 0 - 

II/a Pengatur Muda 0 - 

Non Pangkat - 10 37.03 % 

Total  27 100% 
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A. Mutasi 

1. Mutasi Hakim/ Aparatur Sipil Negara  

a.  Hakim. 

Tidak ada hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang dimutasi 

keluar ataupun mutasi masuk pada tahun 2024, sehingga jumlah 

hakim masih tetap.  

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) :  

Terdapat satu orang Aparatur Sipil Negara yaitu 

Ammanawwara, S.H. yang masuk sebagai Klerek-Analis Perkara 

Peradilan Pengadilan Negeri Tapaktuan degan Nomor SK 

1676/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024, tanggal 25 April 2024.  

B. Promosi 

Untuk tahun 2024, tidak ada promosi pada Pengadilan Negeri 

Tapaktuan.  

Namun berdasarkan hasil Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan 

dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Negeri Tapaktuan telah 

diusulkan beberapa nama untuk promosi jabatan sesuai dengan yang 

termmuat dalam Berita Acara Rapat Tim BAPERJAKAT Nomor : 921/W1-

U10/KPN4.1.4/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024. Berikut nama-nama 

Pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan yang diusulkan : 

No Nama / NIP Jabatan Usulan 

1 

Ridhwan 

NIP. 19661231 198503 1 

0062 

Panitera 

Panitera 

Pengadilan Tinggi 

Banda  Aceh 

2 
Hasnul 

NIP. 19700102 199403 1 003 

Panitera 

Muda Pidana 

Panitera 

Pengadilan Negeri 

Tapaktuan 

3 
Prinstmetha R.Eisy, S.H 

NIP. 19860630 201212 2 002 

Panitera 

Muda 

Panitera 

Pengadilan Negeri 
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Perdata Tapaktuan 

4 
Yola Resta Nanda, S.H. 

NIP. 19970615 202012 2 004 

Analis 

Perkara 

Peradilan 

Panitera Pengganti 

Pengadilan Negeri 

Tapaktuan 

5 
Raudhatunnur, S.H.M.H 

NIP. 19870603 201212 2 002 

Panitera 

Muda Hukum 

Panitera Muda 

Pidana Pengadilan 

Negeri Tapaktuan 

6 
Mohammad Haris, S.Sy 

NIP. 19930104 201903 1 006 

Panitera 

Pengganti 

Panitera Muda 

Perdata 

7 
Rahmad Hidayat, S.H 

NIP. 19831228 201406 1 001 

Plt. Kasubbag 

Umum dan 

Keuangan 

Kasubbag Umum 

dan Keuangan 

Pengadilan Negeri 

Tapaktuan 

8 
Trusti Rahayu 

NIP. 19941124 202012 2 008 

Plt. 

Perencanaan, 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan 

(PTIP) 

Perencanaan, 

Teknologi 

Informasi dan 

Pelaporan (PTIP)  

Pengadilan Negeri 

Tapaktuan 

 

C. Pensiun 

Untuk tahun  2024 Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri 

Tapaktuan tidak ada yang memasuki masa pensun. 

 

D. Diklat 

Adapun pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan yang melaksanakan Diklat 

pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

▪ Rahmad Hidayat, S.H., mengikuti Pelatihan Jarak Jauh sebagai 

Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Dirjen 
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Keuangan yang dilaksanakan dengan System online pada tanggal 4 

s.d 8 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Tapaktuan; 

▪ Rahmad Hidayat, S.H., mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi 

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2 tanggal 12 s.d 

14 Juni 2024 di KPKNL Banda Aceh; 

▪ Trusti Rahayu, A.Md. mengikuti  Diklat Fungsional Arsiparis Angkatan 

II Tahun 2024 dilaksanakan dengan System online tanggal 8 Mei s.d 

4 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Tapaktuan; 

▪ 2 Orang (Daniel Saputra, S.H,.M.H.,  dan Andrian Ade Pratama, S.H) 

mengikuti Pelatihan Dasar Hakim Lingkungan oleh Yayasan Hutan 

Alam  dan Lingkungan Aceh (HAKA) tanggal 26 s.d 30 Agustus 2024; 

▪ 3 Orang ( Ridhwan, Hasnul, Mohammad Haris, S,Sy.) mengikuti  

Bimingan Teknis Kepaniteraan tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 dan Instruksi 

Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 

Anggaran 2024 tanggal 25 s.d 27 September 2024 di Takengon; 

▪ 3 Orang ( Dayang Mas, SE.,Ak, Raudhatunnur, S.H.M.H dan Trusti 

Rahayu, A.Md., mengikuti Kegiatan Pendampingan Penyusunan 

SAKIP Tahun 2024 (LKJiP Tahun 2023) tanggal 9 Januari 2024 s.d 

12 Januari 2024; 

▪ 3 Orang (Daniel Saputra, S.H,.M.H, Ridhwan dan Prinstmetha R. 

Eisy, S.H., mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring 

Penyelesaian Perkara Elektronik tanggal 13 Mei s.d 15 Mei 2024; 
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BAB IV  
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, 

DAN TEKNOLOGI INFORMASI 
 

 

A. Pengelolaan Keuangan 

Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 

Anggaran 2024 ini disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan 

akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dengan tujuan memberikan informasi 

mengenai rincian pertanggungjawaban keuangan yang memadai. Pada 

Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapat Pagu 

definitif untuk DIPA 005.01.2.098590/2024, Badan Urusan Administrasi 

Sebagai berikut : 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya. 

a. Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat 

Anggaran sebesar Rp. 1.953.615.000,- (satu milyar sembilan ratus 

lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Realisasi 

Anggaran Pembayaran Gaji danTunjangan Pegawai sebagai berikut  

 
 
 
 

No Jenis 
Belanja 

Pagu Realisasi Sisa % 

1 Gaji Pokok PNS 8.19.196.000 815.569.040 3.626.960 99.56 

2 Pembulatan 
gaji PNS 

22.000 13.795 8.205 97.17 

3 
Tunjangan 
Suami/ Istri 
PNS 

76.690.000 70.708.860 5.981.140 92.20 

4 Tunjangan 
Anak PNS 

23.694.000 23.440.676 253.324 98.93 

5 
Tunjangan 
Struktural 
PNS 

17.140.000 14.420.000 2.270.000 84.13 
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Tabel 4. 1 Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji danTunjangan Pegawai 

 
 

b. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, 

mendapat anggaran sebesar Rp. 1.060.175.000,- (satu milyar enam 

puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Realisasi Anggaran 

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 

sebagai berikut : 

No Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa % 

1 Kebutuhan 
sehari-hari 
Perkantoran 

448.835.000 448.830.015 4.985 100.00% 

2 Langganan 
Daya dan Jasa 

187.075.000 185.281.981 1.793.019 99.04% 

3 Pemeliharaan 
Kantor 

253.309.000 253.112.941 196.059 99.92% 

4 Pembayaran 
Terkait 
Pelaksanaan 
Operasional 
Kantor 

 
60.162.000 

 
59.562.000 

 
600.000 

 
99.00% 

5 Pelantikan 
dan 
Pengambilan 
Sumpah 

250.000 0 250.000 00.00% 

6 Rapat 
Koordinasi 
Internal 

5.040.000 4.600.000 440.000 91.27% 

6 
Tunjangan 
Fungsional 
PNS 

662.245.000 661.380.000 865.000 99.87 

7 Tunjangan PPh 
PNS 

78.203.000 78.179.103 23.897 99.97 

8 Tunjangan Beras 
PNS 

58.905.000 54.097.740 4.807.260 91.84 

9 Uang Makan 
PNS 

140.080.000 129.968.000 10.112.000 92.78 

10 Tunjangan 
Umum PNS 

14.440.000 12.995.000 1.445.000 89.99 

 11 Tunjangan 
Kemahalan Hakim  

63.000.000 62.100.000 900.000 98.57 

JUMLAH 1.953.615.000 1.922.872.214 517.833.205 98.43 
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7 Konsultasi 
Ke Pusat/ 
Tingkat 
Banding 

 
74.712.000 

 
74.712.000 

 
0 

 
100.00% 

8 Konsultasi 
ke DJPB/ 
Kanwil/ 
KPKNL 

20.071.000 17.400.000 2.148.000 89.30% 

 

9 

 

LAPTAH 

 
10.721.000 

 
10.721.000 

 
0 

 
100.00% 

JUMLAH 1.060.175.000 1.054.742.937 5.432.000 99.49% 

        Tabel 4. 2 Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan 
Perkantoran 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Internal, 

Mendapat anggaran sebesar Rp. 502.831.000,- (Lima ratus dua 

juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Realisasi Anggaran 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut : 

 

NO   Jenis 
Belanja 

Pagu Realisasi Sisa % 

1 Pengadaan 
Fasilitas 
Perkantoran 
(Pengadaan 
Genset) 

502.831.000 502.823.400 7.600 99.99% 

JUMLAH 502.831.000 502.823.400 7.600 99.99% 

        Tabel 4. 3 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

 

Dari kedua program tersebut di atas dapat disajikan rekapitulasi 

realisasi DIPA: 005.01.2.098590/2024 Badan Urusan Administrasi sebagai 

berikut : 

NO Jenis 
Belanja 

Pagu Realisasi Sisa % 

1 Layanan 

Dukungan 

Manajemen 

Internal 

3.013.790.000 2.977.615.151 36.174 98.80 
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2 Layanan Sarana 

dan Prasarana 

Internal 

502.831.000 502.823.400 7.600 99.99 

JUMLAH 3.516.621.000 3.480.438.551 36.182.449 98.97 

Tabel 4. 4 Rekap Realisasi DIPA 01 

 
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 

Nomor DIPA 005.03.2.099187/2024 Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif sebesar Rp. 67.727.000,- 

(Enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi 

Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Sebagai 

berikut : 

NO JENIS 
BELANJA 

PAGU REALISASI SISA % 

1 Koordinasi 1.500.000 1.500.000 0 100.00
% 

2 

Perkara Hukum 

Perseorangan 
38.227.000 33.720.000 4.507.000 88.21% 

3 
Layanan Bantuan 
Hukum 
Perseorangan 

28.000.000 27.990.000 10.000 99.96% 

JUMLAH 67.727.000 63.210.000 4.517.000 93.33% 

       Tabel 4. 5 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

 
Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA: 005.01.2.098590/2024 

Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03.2.099187/2024 (Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Umum) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri 

Tapaktuan adalah sebagai berikut : 

 
No Dipa Pagu Realisasi % 

 
1 DIPA 098590 BUA 3.516.621.000 3.480.438.551 98.97% 

2 DIPA 099187 BADILUM 67.727.000 63.210.000 93.33% 

Tabel 4. 6 Rekap Pagu dan  Realisasi DIPA 

 

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 

1. Sarana dan Prasarana Gedung.  



 

 

30 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN 

a. Pengadaan. 

Untuk tahun 2024, Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak ada 

pengadaan gedung kantor maupun renovasi gedung kantor. 

b. Pemeliharaan. 

Untuk tahun anggaran 2024 ini Pengadilan Negeri Tapaktuan 

mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan 

(523111) sebesar Rp. 171.565.000,- (seratus tujuh puluh satu juta 

lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). 

c. Penghapusan. 

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini 

juga tidak ada. 

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor 

a. Pengadaan. 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor pada Tahun 

Anggaran 2024  berupa Pengadaan Genset sebanyak 1 unit dengan 

total anggaran Rp 502.823.400 (lima ratus dua juta delapan ratus dua 

puluh tiga ribu empat ratus rupiah) 

b. Transfer Masuk Online. 

Untuk tahun 2024 Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak ada 

menerima Transfer Masuk Online dari Mahkamah Agung. 

c. Pemeliharaan. 

Untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 

mendapatkan anggaran sebesar Rp. 75.336.000,- (tujuh puluh lima 

juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari Pemeliharaan : 

-  Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2. 

-  PC 

-  Printer 

-  AC Spilt 

  Terdapat 5 (lima) kendaraan dinas yaitu 2 (dua) kendaraan 

dinas roda empat dan 3 (tiga) kendaraan dinas roda dua dengan 

rincian sebagai berikut: 
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Tabel 4. 7 Rincian Kendaraan Dinas 

 

Secara umum sarana dan prasarana dapat digambarkan pada matrik 

sebagai berikut : 

1. Ruangan Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan 

No Sarana/prasarana Gedung Jumlah Keterangan 

 Pengadilan Negeri Tapaktuan   

I Ruangan   

1. Ruang Ketua 1 Rusak Ringan 

2. Ruang Wakil Ketua 1 
Rusak Ringan 

3. Ruang Hakim 1 
Rusak Berat 

4. Ruang Hakim 1 
Rusak Ringan 

5. Ruang Hakim 1 
Rusak Ringan 

6. Ruang Panitera 1 
Rusak Ringan 

 
No 

 
Uraian 

Tahun 

perolehan 

Kondisi KET 

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

I. JENIS KENDARAAN     RODA EMPAT 4 (EMPAT) 

1 MOBIL 

PENUMPANG 

MINIBUS 

INNOVA E STD 

2005   √  

2 MOBIL 

PENUMPANG 

MINIBUS 

INNOVA 

REBORN 

2016 √    

II. JENIS KENDARAAN RODA DUA 2 (DUA) 

 

1 SEPEDA MOTOR 

SOLO SUPRA 
HONDA NF 125 
TRF 

2005   √  

2 SEPEDA MOTOR 

SOLO SUPRA 

HONDA NF 125 

TRF 

2006   √  

3 SEPEDA MOTOR 

SOLO HONDA 

NF 125 TRF 

2006   √  
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7. Ruang Sekretaris 1 
Rusak Ringan 

8. Ruang Sidang Utama 1 
Rusak Ringan 

9. Ruang Sidang Anak 1 
Rusak Ringan 

10. Ruang Panitera Muda Pidana 1 
Rusak Ringan 

11. Ruang Panitera Muda Perdata 1 
Rusak Ringan 

12. Ruang Panitera Muda Hukum 1 
Rusak Ringan 

13. Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan 1 
Rusak Berar 

14. Ruang Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 1 
Rusak Ringan 

15. Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan 1 
Rusak Ringan 

16. Ruang Tunggu Sidang 2 
Rusak Ringan 

17. Ruang Jaksa 1 
Rusak Ringan 

18. Ruang Posbakum 1 
Rusak Ringan 

19. Ruang Arsip 1 
Rusak Ringan 

20. Ruang Perpustakaan 1 
Rusak Ringan 

21. Ruang Server 1 
Rusak Ringan 

22. Ruang PK Bapas Dan Peksos 1 
Rusak Ringan 

23. Ruang Penjunjung Sidang  1 
Rusak Ringan 

24. Ruang Tamu Terbuka 1 
Rusak Ringan 

25. Ruang Tahanan Pria 1 
Rusak Ringan 

26. Ruang Tahanan Wanita 1 
Rusak Ringan 

27. Ruang Ramah Anak 1 
Rusak Ringan 

28. Ruang Media Center 1 
Rusak Ringan 

29. Ruang PTSP 1 
Rusak Ringan 

30. Pos Satpam 1 
Rusak Ringan 

31. Ruang Kesehatan 1 
Rusak Ringan 

32. Ruang Laktasi 1 
Rusak Ringan 

33. Ruang Teleconference 1 
Rusak Ringan 
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34. Ruang Mediasi / Diversi dan Kaukus 1 
Rusak Berat 

35. Ruang Toilet Atas 2 Rusak Ringan 

36. Ruang Toilet Bawah 2 Rusak Ringan 

37.  Ruang Toilet Pengunjung 1 Rusak Ringan 

Tabel 4. 8 Keadaan Ruangan Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan 

 
2. Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran 

No Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Jumlah Keterangan 

1. PC Unit 27 Rusak Ringan 

2. Laptop 17 Rusak Ringan 

3. AC Split 16 Rusak Ringan 

4. Faximile 1 Rusak Ringan 

5. Lemari Besi/metal 2 Rusak Ringan 

6. Lemari Kayu 14 Rusak Ringan 

7. Filling Cabinet Besi 5 Rusak Ringan 

8. Brankas 1 Rusak Ringan 

9. Tabung Pemadam Api 1 Rusak Ringan 

10. Mesin Absensi 1 Rusak Ringan 

11. Papan Pengumuman 1 Rusak Ringan 

12. Meja Kerja Kayu 31 Rusak Ringan 

13. Kursi Besi/metal 23 Rusak Ringan 

14. Kursi Kayu 9 Rusak Ringan 

15. Sice 5 Rusak Ringan 

16. Meja Rapat 1 Rusak Ringan 

17. Meja Resepsionis 2 Rusak Ringan 

18. Kursi Fiberglas 24 Rusak Ringan 

19. Televisi 3 Rusak Ringan 

20. Lambang Garuda Pancasila 3 Rusak Ringan 
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21. Lambang Instansi 2 Rusak Ringan 

22. UPS 7 Rusak Ringan 

23. Digital LED Running Text 1 Rusak Ringan 

24. LCD Projektor 1 Rusak Ringan 

25. Printer 7 Rusak Ringan 

26. Scanner 2 Rusak Ringan 

27. Server 2 Rusak Ringan 

28. Router 1 Rusak Ringan 

29. CCTV 1 Rusak Ringan 

30. Layar LCD 1 Rusak Ringan 

31. Rak Besi 1 Rusak Ringan 

32. Camera Digital 1 Rusak Ringan 

33. LCD Monitor 2  Rusak Ringan 

34. Kursi Dorong 1 Rusak Ringan 

35. Kipas Angin 1 Rusak Ringan 

36. Focussing Screen 1 Rusak Ringan 

37. Komputer Jaringan Lainnya 1 Rusak Ringan 

38. Loudspeaker 4 Rusak Ringan 

39. Microphone 7 Rusak Ringan 

40. Bracket Standing Peralatan 1 Rusak Ringan 

41.  Audio Mixing Console 1 Rusak Ringan 

42. Camera Conference 1 Rusak Ringan 

43. Rak Server 1 Rusak Ringan 

44. Genset 1 Baik  

Tabel 4. 9 Keadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Tapaktuan 
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3. Kendaraan Dinas 

No 

Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 

Keterangan 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

I Kendaraan Roda 4      

   1. MOBIL PENUMPANG 

MINIBUS INNOVA E 

STD 

2005   √ 
Sedang 

proses 

Penghapuan 

   2. MOBIL 

PENUMPANG 

MINIBUS INNOVA 

REBORN 

2016 √   
 

   II Kendaraan Roda 2      

   1. Honda 
2005/2006   3 

Sedang 

proses 

Penghapuan 

Tabel 4. 10 Kedaan Kendaraan Dinas 

 

4. Rumah Dinas 

No Uraian Jumlah 

Kondisi 

Keterangan Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

I Rumah Dinas      

1. Rumah Dinas 

Ketua 
1 1    

2. Rumah Dinas 

Wakil Ketua 
1  1   

3. Rumah Dinas 

Hakim 
6   6  

4. Rumah Dinas 

Panitera 
1  1   

5. Rumah Dinas 

Sekretaris 
1  1  

 

Tabel 4. 11 Keadaan Rumah Dinas 
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C. Pengelolaan Teknologi Informasi 

1. Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Tapaktuan. 

Dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan, maka Dukungan Teknologi Informasi sangat diperlukan 

dalam lingkungan peradilan, terutama peranannya dalam 

percepatan publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung 

maupun publikasi jadwal sidang di Aplikasi SIPP (Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara) Pengadilan. 

Guna mewujudkan peradilan yang agung dan modern berbasis 

teknologi informasi, Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tahun 2024 

sudah mengimplementasikan penggunaan aplikasi E-Court 

sehingga bagi pengguna yang sudah terdaftar maupun pengguna 

lainnya dapat menggunakan fasilitas E-Filling (Pendaftaran perkara 

online di Pengadilan), E-Payment (pembayaran panjar biaya perkara 

perkara online) dan E-Summons (pemanggilan pihak secara online) 

serta E-Litigasi. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan mengeluarkan 

SK Pembentukan Pengelola E-Court Nomor: 71.a/KPN.W1-

U10/SK.OT1.1/I/2024 tanggal 9 Januari 2024  dan untuk tahun 2024 

pendaftaran Perdata Permohonan sebanyak 4(empat) Perkara, 

Gugatan Sebanyak 2 (dua) Perkara, Gugatan Sederhana 0 (nol) 

Perkara. Seluruh perkara Gugatan terdaftar melalui aplikasi E-Court 

sebanyak yakni 2  (dua) perkara yaitu : 

- 1/Pdt.G/2024/PN Ttn 

- 2/Pdt.G/2024/PN Ttn 

Dua perkara (1/Pdt.G/2024/PN Ttn dan 2/Pdt.G/2024/PN Ttn) 

tersebut sudah minutasi/ diputuskan, 1 perkara masih dalam proses 

upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. 
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Gambar 4. 1 Tampilan Layout E-Court 

 
2. Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Tapaktuan. 

Dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan 

aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) pada 

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II, pada tanggal, 13 Oktober 

2022 telah melaksanakan sosialisasi dan Penandatanganan MoU 

Antar Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Kepolisian Resor Aceh 

Selatan, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, dan Rumah Tahanan 

Negara Kelas IIB Tapaktuan. Selama kurun waktu Januari hingga 

Desember 2024 penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri 

Tapaktuan telah menerima 63 Permohonan Penggeledahan, 173 

Permohonan Penyitaan dan 113 Permohonan Perpanjangan 

Pernahanan. 

Gambar 4. 2 Tampilan E-Berpadu 
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3. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Tapaktuan. 

Implementasi penggunaan aplikasi SIPP dalam persidangan 

baik perkara perdata maupun pidana dapat dilihat dari laporan 

penggunaan SIPP yang disinkronisasikan ke database SIPP 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang untuk akhir Tahun 

2024, Pengadilan Negeri Tapaktuan mampu mencapai nilai Rasio 

Penanganan Perkara 98,97%. 

Berdasarkan Evaluasi Implementasi SIPP Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara) Pengadilan Negeri Tapaktuan meraih nilai 972,65 poin 

menempati peringkat ke-2 sewilayah Pengadilan Tinggi Banda 

Aceh dengan kategori perkara dibawah 500.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Layout SIPP Lokal versi 5.6.4 
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BAB V  
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 

 

A. Akreditasi Penjaminan Mutu 

Sesuai Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tentang Nilai Akreditasi 

Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Dan Pengadilan 

Negeri Kelas II Tahun Anggaran 2024 tanggal 11 Desember 2023 

Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan nilai Baik. Diharapkan 

predikat Baik ini dapat ditingkatkan lagi dan Pengadilan Negeri Tapaktuan 

dapat terus meningkatkan kinerjanya untuk selalu memberikan layanan 

terbaik kepada masyarakat. Sementara untuk Tahun 2024 sudah 

dilaksanakan dengan program AMPUH (Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul 

dan Tangguh) dan Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapat predikat Baik.  

Gambar 5. 1 Petikan Keputusan AMPUH 

 
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menerapkan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga semua layanan dilaksanakan di 

meja PTSP dan tidak ada lagi layanan yang dilakukan di ruangan-

ruangan. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan menerbitkan SK untuk 

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor : 249/KPN.W1-
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U10/SK.0T1.1/II/2024  tanggal 26 Februari 2024 yang memuat daftar 

petugas yang bertugas untuk melayani para pencari keadilan di meja 

PTSP. 

 
Gambar 5. 2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
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Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan 

proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang Prima, 

Akuntabel, Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Maka layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II, 

meliputi : 

1. Kepaniteraan Pidana 

➢ Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, 

cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik; 

➢ Pendaftaran permohonan praperadilan; 

➢ Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan 

kembali dan grasi; 

➢ Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi 

dan peninjauan kembali; 

➢ Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi 

dan peninjauan Kembali; 

➢ Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan; 

➢ Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan; 

➢ Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang 

bukti dan atau pelalangan barang bukti; 

➢ Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan; 

➢ Penerimaan permohonan pembantaran; 

➢  Penerimaan permohonan izin besuk; 

➢ Layanan-layanan lain yang berbuhungan dengan proses dan 

informasi penyelesaian perkara pidana. 

2. Kepaniteraan Perdata 

➢ Pendaftaran perkara gugutan biasa; 

➢ Pendaftaran perkara gugutan sederhana; 

➢ Pendaftaran verset atas putusan verstek; 

➢ Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan; 

➢ Pendaftaran perkara permohonan; 
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➢ Pendaftaran penerimaan permohonan banding, kasasi dan 

peninjauan kembali; 

➢ Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan 

peninjauan kembali; 

➢ Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru 

dalam permohonan peninjauan kembali;  

➢ Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara; 

➢ Permohonan dan pengambilan turunan putusan; 

➢ Pendaftaran permohonan eksekusi; 

➢ Pendaftaran permohonan konsinyasi; 

➢ Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang 

konsinyasi; 

➢ Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, 

peninjauan kembali dan eksekusi serta konsinyasi; 

➢ Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan 

informasi penyelesaian pekara perdata. 

3. Kepaniteraan Hukum 

➢ Permohonan pendaftaran akta pendirian CV; 

➢ Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris; 

➢ Permohonan pendaftaran penolakan waris; 

➢ Permohonan surat keterangan tidak tersangkut peerkara pidana 

dan perdata; 

➢ Permohonan melaksanakan penelitian dan riset ; 

➢ Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan 

perkara yang telah berkekuatan hukum tetap; 

➢ Permohonan pendaftaran surat kuasa; 

➢ Permohonan pendaftaran legalisasi dan kelahiran; 

➢ Permohonan legalisasi surat; 

➢ Permohonan pendaftaran utang tak tertagih; 

➢ Layanan pengaduan/SIWAS -MARI; 

➢ Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa 

hukum lainnya. 
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4. Umum dan Keuangan 

➢ Penerimaan surat masuk; 

➢ Penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali 

dan grasi. 

 

C.   Inovasi Pelayanan Publik. 

Adapun yang menjadi Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan 

Negeri Tapaktuan adalah  

a. Antrian Meja PTSP, merupakan aplikasi bagi para pencari keadilan 

yang akan berkunjung ke Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui meja 

PTSP sehingga pelayanan menjadi lebih baik dan tertib. 

Gambar 5. 3 Antrian Meja PTSP 

 

b. Pengembalian Sisa Panjar Perkara Perdata Secara Elektronik  

(PSPPsE) merupakan alternatif pelayanan pengembalian sisa panjar 

perkara di mana jika perkara telah selesai diperiksa dan telah diputus 

oleh Pengadilan, Penggugat/Pemohon yang mendaftarkan perkaranya 

tersebut dapat meminta agar kelebihan/sisa uang panjar perkara yang 

telah disetor dikembalikan secara elektronik dengan cara ditransfer 
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angsung ke rekening yang bersangkutan, dimana ketika pihak 

berperkara melakukan pendaftaran gugatan atau permohonan telah 

megisi formulir yang berisikan data diri termasuk nomor rekening untuk 

pengembalian sisa panjar perkara   

 

Gambar 5. 4  Form Pengembalian Sisa Panjar 

 

c. Aplikasi Layanan Informasi Elektronik (Siyanie) merupakan alternatif 

pelayanan dalam pengajuan permohonan informasi Pengadilan Negeri 

Tapaktuan yang mana jika ada masyarakat yang ingin mendapatkan  

pelayanan informasi dapat mengisi permohonan terlebih dahulu melalui 

aplikasi Siyanie dengan cara mengisi form yang sudah terdapat pada 

aplikasi. Setelah masyarakat mengajukan permohonan secara 

elektronik selanjutnya bagian Hukum  dan informasi akan meneruskan 
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dan menindaklanjuti permohonan masyarakat tersebut. Sehingga 

nantinya informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat langsung 

ditanggapi secara eletronik oleh bagian hukum dan informasi yang 

mana nanti maysarakat akan mendapat balasan dengan rincian 

informasi yang dibutuhkan. 

Gambar 5. 5 Tampilan Layout Aplikasi Siyanie 

 

d. Template Gugatan dan Permohonan (TeGaP), merupakan inovasi 

pelayanan yang dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan 

untuk menggunakan haknya memperjuangkan keadilan di Pengadilan. 

Dengan adanya TeGaP masyarakat pencari keadilan dapat mengakses 

template gugatan atau permohonan yang dibutuhkan hanya denga cara 

scan QR Code atau membuka tautan yang tersedia.  
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      Gambar 5. 6 Tampilan Aplikasi TeGaP Pada Website 
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e. Pendaftaran Akun E-Court (Pak Eco), merupakan inovasi pelayanan 

yang dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk dapat 

melakukan pendaftaran akun E-Court melalui aplikasi Pak Eco yang 

nantinya akan di tindak lanjuti oleh petugas agar dapat mengkonfirmasi 

akun pihak  yang akan mendaftarkan perkara.  

Gambar 5. 7 Tampilan Inovasi Pak Eco Pada Website 
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BAB VI  
PENGAWASAN 

 

A. Internal 
 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud 

dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan 

peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen 

untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

rencana dan aturan yang berlaku.  

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/ 

080/SK/VIII/2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas 

mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu,sebagai berikut : 

1. Maksud Pengawasan 

a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaran teknis 

peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan 

tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, 

dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.  

c. Untuk mecegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan 

ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. 

d. Untuk menilai kinerja. 

2. Tujuan Pengawasan 

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan 

yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan 

Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan 

kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan 

tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja 

pelayanan publik pengadilan. 

3. Fungsi Pengawasan 

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai 
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dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib 

sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya.  

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para 

pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu 

penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang 

murah. 

     Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK /VIII/2006, pada dasarnya 

Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu : 

1) PENGAWASAN MELEKAT 

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat 

sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan 

langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar 

pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efekif dan 

efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri 

Tapaktuan, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam 

melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah : 

a. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama; 

b. Seluruh Pejabat Kepaniteraan; 

c. Seluruh Pejabat Struktural.  

 
Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Ketua Pengadilan Negeri 

selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator 

Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim 

Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, sesuai dengan Surat Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 1624/KPN.W1-

U10/SK.OT1.1/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang 
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Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, dan hakim-hakim yang ditunjuk 

sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut : 

NO NAMA JABATAN PENGAWAS BIDANG 

1. ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H HAKIM 
KOORDINATOR 

HAKIM PENGAWAS 

2. RUSYDY SOBRY, S.H HAKIM PIDANA 

3. ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H HAKIM HUKUM 

4. TAUFIK HIDAYAT, S.H.,M.H HAKIM PERDATA 

5. ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H HAKIM 
UMUM DAN 

KEUANGAN 

6. TAUFIK HIDAYAT, S.H.,M.H HAKIM 
KEPEGAWAIN DAN 

ORTALA 

7 RUSYDY SOBRY, S.H HAKIM 

PERENCANAAN 

TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN 

PELAPORAN 

       Tabel 6. 1 Hakim-Hakim Pengawas Bidang 

Hakim pengawas bidang melaksanakan pengawasan tiap satu 

minggu sekali dimana hasil pengawasan tersebut dicatat dalam buku 

pengawasan dan dilakukan monev setiap minggunya. Selanjutnya satu 

bulan sekali melaporkan hasil pengawasan kepada ketua/wakil ketua 

sebagai koordinator pengawasan. Kemudian laporan pengawasan 

tersebut kembali dimonitoring dan evaluasi dalam rapat bulanan. 

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang 

menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda 

Aceh, pada Pengadilan Negeri Tapaktuan telah dilakukan 

pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan secara 

daring oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada tanggal,  31 

Oktober 2024 bersama anggota TIM dalam rangka Kegiatan 

Pengawasan dan Surveillance Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan 

Tangguh  (AMPUH) 

2) PENGAWASAN FUNGSIONAL 

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan 
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tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk 

itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsioanal ini dilaksanakan 

oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RISebagaimana telah 

disebutkan di atas, di lingkungan peradilan, Pengawasan Fungsional 

dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

 

B. Evaluasi 

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah 

Evaluation. Secara umum, pengertian Evaluasi adalah suatu proses untuk 

menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah 

dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar 

tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta 

bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan 

harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat juga diartikan 

sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan 

yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan 

keputusan atas obyek yang dievaluasi.  

Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan 

pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai 

dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan 

langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan 

evaluasi adalah bersifat kualitatif. 

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan secara rutin 

melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan 

melalui Briefing atau Rapat Bulanan Hakim, Rapat Bidang, Rapat Umum 

dan Rapat Tenaga Honor yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat 

bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah 

untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas 

serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan 

antar keluarga besar Pengadilan Negeri Tapaktuan. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penyusunan Laporan 

Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 Adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelaporan terkait keadaan perkara, penyelesaian perkara, dan 

Program Prioritas Nasional oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan sangat 

penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, 

dan efisiensi dalam pengelolaan perkara dan program prioritas 

nasional. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan kualitas 

pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan 

partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam 

menghadapi tantangan dan perubahan. Dengan demikian, pelaporan 

ini sangat urgent untuk meningkatkan kinerja dan prestasi pengadilan 

dalam melayani kepentingan Masyarakat. 

2. Pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi 

dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaporan ini juga 

memungkinkan peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya 

Manusia (SDM), kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan, kesadaran dan partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM), 

serta kualitas pelayanan hukum dengan memastikan bahwa Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang dimiliki memiliki kemampuan dan 

kompetensi yang memadai. Dengan demikian, pelaporan ini sangat 

urgent untuk meningkatkan kinerja dan prestasi Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam melayani kepentingan masyarakat. 

3. Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta 

teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan 

dan sumber daya. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan 



 

 

53 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN 

kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas 

pelayanan hukum. Dengan demikian, pelaporan ini sangat urgent 

untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan sumber daya yang 

efektif, efisien, dan berkualitas. 

4. Pelaporan peningkatan pelayanan publik yang meliputi Akreditasi 

Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi 

Pelayanan Publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Pelaporan ini juga 

memungkinkan identifikasi area perbaikan, peningkatan kepuasan 

masyarakat, dan kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan. Dengan demikian, pelaporan ini sangat 

urgent untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan 

berkualitas. 

5. Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi pada Pengadilan Negeri 

Tapaktuan sangat penting untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, 

sumber daya manusia, dan proses pemerintahan. Pelaporan ini juga 

memungkinkan peningkatan kemampuan pengadilan dalam 

menghadapi tantangan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, 

kualitas pelayanan hukum, serta kemampuan pengadilan dalam 

mengelola risiko dan ketidakpastian. 

 B. Saran 
Adapun yang menjadi saran dalam penyusunan Laporan Kegiatan 

Tahunan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2024 Adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaporan terkait keadaan perkara, penyelesaian perkara, dan 

Program Prioritas Nasional oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan sangat 

penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan 

efisiensi dalam pengelolaan perkara dan program prioritas nasional. 

Oleh karenanya diharapkan sentaiasa dilakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan implementasi serta 

senantiasa meminimalisir setiap kekurangan dan terus melakukan 
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perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan 

masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan 

pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. 

2. Pelaporan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi 

dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaporan ini juga 

memungkinkan peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya 

Manusia (SDM), kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan, kesadaran dan partisipasi Sumber Daya Manusia (SDM), 

serta kualitas pelayanan hukum dengan memastikan bahwa Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang dimiliki memiliki kemampuan dan 

kompetensi yang memadai. Dengan demikian, pelaporan ini sangat 

urgent untuk meningkatkan kinerja dan prestasi Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam melayani kepentingan masyarakat. Oleh 

karenanya diharapkan sentaiasa dilakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap perencanaan, pelaksanaan dan implementasi serta 

senantiasa meminimalisir setiap kekurangan dan terus melakukan 

perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan hukum, kepercayaan 

masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan 

pengadilan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. 

3. Pelaporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta 

teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan 

dan sumber daya. Pelaporan ini juga memungkinkan peningkatan 

kemampuan pengadilan dalam menghadapi tantangan, meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kualitas 

pelayanan hukum. Oleh karenanya diharapkan sentaiasa dilakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan 

implementasi serta senantiasa meminimalisir setiap kekurangan dan 

terus melakukan perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan 

hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan partisipasi 

masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan. 
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4. Pelaporan peningkatan pelayanan publik yang meliputi Akreditasi 

Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Inovasi 

Pelayanan Publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Pelaporan ini juga 

memungkinkan identifikasi area perbaikan, peningkatan kepuasan 

masyarakat, dan kemampuan pengadilan dalam menghadapi 

tantangan dan perubahan. Oleh karenanya diharapkan sentaiasa 

dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, 

pelaksanaan dan implementasi serta senantiasa meminimalisir setiap 

kekurangan dan terus melakukan perbaikan guna peningkatan kualitas 

pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan 

partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam 

menghadapi tantangan dan perubahan. 

5. Pelaporan Pengawasan Internal dan Evaluasi pada Pengadilan 

Negeri Tapaktuan sangat penting untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, 

sumber daya manusia, dan proses pemerintahan. Pelaporan ini juga 

memungkinkan peningkatan kemampuan pengadilan dalam 

menghadapi tantangan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, 

kualitas pelayanan hukum, serta kemampuan pengadilan dalam 

mengelola risiko dan ketidakpastian. Oleh karenanya diharapkan 

sentaiasa dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, 

pelaksanaan dan implementasi serta senantiasa meminimalisir setiap 

kekurangan dan terus melakukan perbaikan guna peningkatan 

kualitas pelayanan hukum, kepercayaan masyarakat, kesadaran dan 

partisipasi masyarakat, serta kemampuan pengadilan dalam 

menghadapi tantangan dan perubahan. 
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